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Nomor . 5-682 /pB/2020 I4 Agustus 2020
Sifat . Segera

Lampiran .1 (satu) berkas

Hal . Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional

Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan tindak lanjut Sidang Kabinet tentang percepatan penyerapan
anggaran belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini disampaikan sebagai

berikut:
1. Untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal, Satuan Kerja

Kementerian/Lembaga :

a. Dapat menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu
setempat.

b. Pengiriman SPM oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga kepada KPPN dilakukan secara
elektronik melalui aplikasi e-SPM, melalui SAKTI atau melalui akses langsung SPAN.

2. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dan mempercepat
pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga agar:

a. Mengajukan SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) untuk membiayai belanja
operasional dan non operasional;

b. SPM-TUP agar diajukan sebesar total kebutuhan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam
satu bulan ke depan.

c. Dengan pengajuan SPM-TUP, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga agar mengurangi volume
pengajuan SPM ke KPPN.

3. Dalam rangka menjamin pencairan dana secara tepat waktu, dilakukan langkah-langkah :

a. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga diberikan dispensasi pengajuan SPM tanpa
mempersyaratkan penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk SPM dengan jumlah
tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017.

b. Untuk menjaga tata kelola kas yang baik, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga agar tetap
menyampaikan informasi Rencana Penarikan Dana harian, mingguan, dan bulanan kepada
KPPN sesuai ketentuan.

4. Pimpinan Satuan Kerja agar memastikan percepatan penggunaan anggaran pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pencairan dana, dalam rangka mendukung pemulihan
ekonomi nasional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,
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Tembusan:

1. Menteri Keuangan

2. Wakil Menteri Keuangan

3. Direktur Jenderal Anggaran

4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
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Lampiran | Surat Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor :S- 6&2 /PB/2020
Tanggal : |\ Agustusl 2020

Sekretaris Jenderal MPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI

Sekretaris Jenderal BPK RI

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara R

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri R

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Rl

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Rl

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Rl

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan R

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Rl

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Rl

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan R

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rl
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rl

Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara

Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sappenas
Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
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Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rl

Wakil Kepala Kepolisian Negara RI

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan, Umum, dan Anggaran Kepolisian Negara RI
Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional

Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional

Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Rl

Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sekretaris Utama Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia

Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional

Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial

Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional

Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara

Sekretaris Utama Arsip Nasional R

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Rl

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia

Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sekretaris Jenderal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Sekretaris Jenderal Ombudsman RI

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Kepala Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
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Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia

Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R
Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhan (U.O Kementerian Pertahanan)
Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (U.O Markas Besar TNI)
Asisten Perencanaan KASAD (U.O Markas Besar TNI AD)

Asisten Perencanaan KASAL (U.O Markas Besar TNI AL)

Asisten Perencanaan KASAU (U.O Markas Besar TNI AU)



